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Saya memberikan apresiasi atas upaya Kementerian BUMN menerhitkan buku Sejarah Nasionalisasi
menjaci pengetahuan dan pemahaman kepada semua pemangku
berterima kasih atas dukungan para Narasumber ahli, yang semuanya

» sehingga buku sejarah Nasionalisasi ini menjelma menjadi buku yang
miah, yang tentunya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dikatakan, sejak saya menjadi Menteri BUMN, buku sejarah nasionalisasi ini merupakan buku
yang berbeda dari buku lainnya yang dihasilkan Kementerian BUMN. Saya bangga dengan terbitnya
buku inl. '

Buku ini secara umum membahas tentang asal muasal eksistensi berbagai BUMN, mulai dari zaman
Kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, sampal pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang
saat ini menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan adanya buku ini diharapkan semua pihak terkait terutama Direksi dan Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN dapat memahami sejarah nasionalisasi asel-aset yang dijadikan aset
BUMN, dan memahami esensi nasionalisasi tersebut sebagai fakta sejarah dan fakta hukum' bagi
sebuah Negara yang berdaulat, Lebih Jauh, substansi semangat nasionalisas tersebut yang ditujukan
untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seharusnya dapat terus terpelihara dan terinternalisasi di diri
seluruh insan BUMN, baik Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun karyawan BUNMN,

Ketika kita membaca buky sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN ini, perlu disadari juga bahwa
sejarah itu juga saat ini sedang berjalan, yang kelak dapat kita baca; apakah ity sejarah tentang sebuah
keberhasilan atau malah sebaliknya. Namun tetaplah optimis bahwa kita semua sedang menulls
sejarah tentang kejayaan sebuah korporasi yang dinamai BUMN. Itulah yang saya tanamkan dalam
setiap tulisan manufacturing hope yang saya tulis setiap minggu. Optimisme itu harus selaly ada dan
membara,

Wassalaamu'‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Menteri
Badan Usaha Milik Negara,

s

Dahlan Iskan
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SAMBUTAN WAKIL MENTERI BUMN
Assalaamu‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Penulisan Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset yang telah menjadi penyertaan modal BUMN merupakan
upaya untuk mengingatkan kita semua tentang asal-muasal BUMN yang saat ini menjadi lokomotif
pembangunan Indonesia. Tujuannya agar kita dapat memahami, bahwa 142 BUMN yang ada saat ini
tidak hadir sekonyong-konyong dalam perekonomian Indonesia.

Meskipun beberapa pakar memiliki pendapatnya berbeda tentang Nasionalisasi, namun tak bisa
dipungkiri bahwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dilaksanakan di tahun
1957 merupakan ekspresi dari Negara yang berdaulat dan merdeka. Dengan nasionalisasi itulah maka
sesuai dengan konstitusi UUD 1945, Negara berkeinginan agar roda-roda perekonomian yang penting
dalam wilayah Indonesia, dikelola oleh rakyat Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian menjadi tujuan dan maksud berdirinya BUMN, sebagaimana
diekspresikan dalam UU BUMN, vyakni untuk (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar
keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-
kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan; (e) turut aktif
memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat.

Terhadap Tim Penyusunan Buku Sejarah Nasionalisasi, secara khusus saya berterima kasih, karena
berkat upaya sungguh-sungguh dari Saudara semua, penyusunan buku ini dapat terselesaikan.
Saya juga berterima kasih untuk para Narasumber Ahli yang telah memberikan kemampuan dan
kepakarannya untuk didedikasikan dalam penyusunan buku ini.

Saya berharap buku ini tidak hanya dibaca oleh para Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan
karyawan BUMN, namun dapat dibaca seluruh rakyat Indonesia. Mengingat sifat sebuah buku sebagai
gerbang ilmu pengetahuan, diharapkan semua pihak baik di kalangan internal maupun eksternal
BUMN dapat memahami berbagai tahap transformasi BUMN yang memiliki akar yang cukup kuat
dalam sejarah kebangsaan kita.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Wakil Menteri
Badan Usaha Milik Negara,

Aotz

Mahmuddin Yasin

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Kementerian BUMN, JI. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
Telepon/fax 021 2312720 situs www.bumn.go.id

PENGANTAR KEPALA BIRO HUKUM

Sudah lama kami bercita-cita menulis tentang proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan pada masa
kolonialisasi Belanda dan masa pendudukan Jepang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut kami itu sangat penting guna menjelaskan tentang eksistensi BUMN secara ilmiah, dan
dapat mengungkap fakta dan data sejarah secara maksimal, sehingga dapat ‘membentengi’ BUMN,
terutama dari sisi hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengaditan,

Kita telah mengalami adanya gugatan dari orang-per orang yang mengaku sebagai keluarga dari
pemilik perusahaan yang dinasionalisasi. Gugatan tersebut tentunya akan diuiji di pengadilan. Namun,
kita harus mengantisipasinya dengan memiliki data dan informasi yang lengkap terkait persoalan
nasionalisasi tersebut.

Untuk itulah, di tahun 2013 ini, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN, dibentuk sebuah Tim
Penyusunan Buku Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai
berikut;

Penanggung Jawab . Hambra

Ketua Tim Kerja . Noor lda Khomsiyati

Sekretaris Tim Kerja . Rudi Rusli

Anggota : Rini Widyastuti, Sukendar, Redi Setiadi, Wartono, Engkus K.

Selanjutnya diputuskan juga pembentukan Tim Narasumber Ahli yang berisi para pakar sejarah yang
dipimpin oleh Prof Dr. Wasino M.Hum dari Universitas Negeri Semarang {Unnes). Anggota Tim
tersebut adalah:

Dr. Sri Margana M.Phil (UGM),

Dr. Agustinus Supriyono, MA {Undip),

Dr. Harto Juwono (Ul),

Dr. Nawiyanto, MA (Universitas Jember),
Endah Sri Hartati M.Hum (Undip),
Baha'Uddin M.Hum (UGM),

Mukhamad Shokeh, MA {Unnes),
Rajimo Sastro Wijono {Undip) dan,

Heri Priyatmoko, MA (UGM).

Kami perlu menyebut semua anggota Tim tersebut satu persatu untuk mengungkapkan apresiasi kami
terhadap dukungan dan kerja kerasnya sehingga buku ini dapat selesai pada waktunya. Tentu saja,
supervisi dan dukungan Bapak Wakil Menteri BUMN dan Sekretaris Kementerian BUMN membuat
Tim ini dapat bekerja secara optimal.




Dapat disampaikan juga, dalam peﬁulisan buku ini, telah dilakukan pencarian data ke berbagai sumber
dan telah dilakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan dari berbagai
pihak, antara lain dari para pakar sejarah, pakar hukum dan pakar ekonomi, juga masukan dari Direksi
BUMN.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung proses penyusunan buku Sejarah ini. Perlu kami sebutkan para pakar yang telah
memberikan masukan berharganya dalam proses finalisasi buku ini, antara lain Prof. Dr. Taufik Abdullah,
Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, Prof. Dr. Gusti Asnan, Dr. Pujo Semedi Hargo
Yuwono, Dr. Edy Ikhsan. Kami juga berterima kasih kepada para Direksi BUMN yang memberikan
masukan dalam Focus Group Discussion terkait buku ini.

Terakhir, Kami menyatakan bahwa buku ini adalah buku payung dalam penulisan sejarah nasionalisasi
BUMN, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penulisan sejarah aset masing-masing BUMN
yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya satu pusat informasi hukum terkait nasionalisasi. Untuk
itu, kami minta agar catatan, dokumen dan arsip dari masing-masing BUMN agar terus disimpan
dengan baik, sehingga pada waktunya, semua data, dokumen dan arsip tersebut dapat 'bicara’.

Kepala Biro Hukum
Kementerian BUMN,

=

Hambra
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